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ABSTRAK

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur
urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan
baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan
sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala
daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan ketentuan
Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,
yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalam Peraturan Daerah Provinsi dan/atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Rumusan masalah yaitu Untuk mengetahui
Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 13 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor
3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar? Untuk mengetahui kendala yang ditemui
Pemerintah Daerah dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan
Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar serta upaya yang
dilakukan dalam mengatasinya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis Empiris artinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa
yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu
penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud untuk
mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil
penelitian di Dinas Pasar Kota Solok Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 13
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 dalam mengatur pengelolaan
pasar dilakukan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh perda ini namun belum
berjalan secara optimal. Faktor yang menghambat penerapan perda yaitu kurangnya
kesadaran hukum dalam masyarakat serta ketidak pedulian masyarakat akan aturan-
aturan yang dibuat demi ketertiban para pedagang. upaya yang dilakukan Dinas Pasar
dalam menerapkan perda yaitu melakukan sosialisasi tentang tata tertib berdagang,
melakukan pembinaan kepada para pedagang, memasang spanduk dan baliho yang
berisikan tentang tata tertib pasar, melakukan penertipan setiap hari yang dilakukan
oleh satpam pasar dan satpol PP.
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2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedagang kaki lima.



